
OMBUDSMAN TEMUKAN MALADMINISTRASI DI PANSEL CALON ANGGOTA KPI

Senin, 08 Juli 2019 - Muhamad Fatra Dasa Mura

Merdeka.com - Ombudsman RI menemukan adanya maladministrasi di panitia seleksi (pansel) untuk calon anggota
Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). Temuan itu disampaikan oleh anggota Ombudsman Adrianus Meliala ke DPR.

"Jadi tujuan kami bertemu dengan Ketua Komisi I. Kami dalam rangka menyampaikan hasil investigasi atau hasil
pencarian data kami terkait dengan proses seleksi anggota KPI," kata Adrianus di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta,
Senin (8/7).

Adrianus mengatakan, proses maladministrasi terlihat dengan adanya kebocoran nama-nama peserta yang lolos seleksi.
Padahal, kata dia, itu dokumen yang resmi dan internal.

"Bocor dari daftar 27 sampai 34 (nama). Menurut kami itu kan suatu dokumen internal, rahasia yang harusnya tidak
keluar. Dan lalu menimbulkan tadi adanya orang-orang yang melapor pada kami," ungkapnya

"Justru rahasia tetapi Gakkumdu bocor. Jadi dalam kata lain, ada semacam ketidaksinkronan atau SOP-nya enggak
bagus ya dalam rangka menjaga dokumen sehingga kemudian bocor," sambungnya.

Lanjutnya, pansel dinilai tidak memiliki petunjuk teknis dan timeline seleksi. Menurut Adrianus jadwal yang sudah disusun
ditambah dengan berbagai kegiatan lain.

"Jadwal yang harusnya sudah masuk ke DPR tapi kemudian mereka tambah dengan berbagai kegiatan yang lain,
khususnya kegiatan yang bersifat masukan dari masyarakat," ujarnya.

Tambahnya, pansel juga dinilai tidak membiarkan peserta untuk memberikan klarifikasi. Serta dianggap tidak memiliki
parameter yang jelas untuk meloloskan atau menggugurkan peserta.

"Jadi biasanya kami berangkat dari pengalaman kami dahulu. Ketika kami diseleksi, maka permintaan dari masyarakat
dilakukan di depan," ucapnya.

Di tempat yang sama, Ketua Komisi I Abdul Kharis Almasyhari menegaskan, data yang kebocoran data yang dimaksud
Ombudsman tidak benar. Dia juga telah mengklarifikasi ke sejumlah pihak terkait masalah tersebut.

"Karena setahu saya, setelah saya terima juga yang beredar itu, WA (Whatsapp) ya. Saya tanya Pak menteri, Pak
Menteri ini bener? Enggak, belum selesai di kita. Kata Pak Menteri begitu yang beredar itu bocoran yang beredar tak
benar," ujar Abdul Kharis.
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